
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NO KONTEN INFORMASI DASAR HUKUM BATAS WAKTU 

PENGECUALIAN KONSEKUENSI 
AKIBAT JIKA DIBUKA MANFAAT 

1 Biodata Elektronik & Non 
Elektronik PNS (Data Base) Pasal 17 hrf h UU No.14/2008 ttg 

KIP Tdk terbatas Mengungkap data pribadi 
PNS yg bersifat rahasia Melindungi data pribadi 

2 Daftar nilai DP3 PNS 1. Pasal 17 huruf I UU 
no.14/2008 2. UU no.43/1999 ttg 
kepegawaian 1 th Mengungkap data pribadi 

yg bersifat rahasia Melindungi data pribadi yg 
bersifat rahasia 

3 Identitas PNS Yg Melanggar 
Disiplin Dan Dalam Proses 
Dijatuhi Hukuman Pasal 17 huruf h UU 14/2008 Sampai diterbitkan 

Kep.  Bupati Mengungkap rahasia 
pribadi PNS yg bersifat 
rahasia Melindungi data pribadi 

PNS yg bersifat rahasia 
4 Rekam Medik PNS/Pejabat 1. Pasal 17 huruf I UU 14/2008 2. UU No. 36/2009 ttg 

Kesehatan Tdk terbatas Mengungkap data pribadi 
PNS yg bersifat rahasia Melindungi data pribadi 

PNS yg bersifat rahasia 
5 Data Hasil Tes 

Potensi/Kompetensi 
PNS/Pejabat Pasal 17 huruf I UU 14/2008 Tdk terbatas Mengungkap data pribadi 

PNS yg bersifat rahasia Melindungi data pribadi 
PNS yg bersifat rahasia 

6 Surat Pertanggungjawaban 
Keuangan 

Permendagri no. 13 tahun 2006 ttg 
Pedoman Pengelolaan keuangan 
daerah 

Tidak terbatas Dimanfaatkan oleh pihak 
yang tidak berkompeten 

Melindungi program dan 
keuangn OPD 

7 Arsip Statis Dinamis Yang 
Menurut Sifatnya Perlu 
dirahasiakan 

1. Uu 43 tahun 2009 ttg 
kearsipan 

2. PP 28 tahun 2012 ttg 
pelaksanaan uu 43 th 2009 

Tidak Terbatas Dimanfaatkan oleh pihak 
yang tidak berkompeten 

Melindungi data OPD 

8 Identitas Wajib Uji KIR 1. UU 22 th 2009 ttg LLAJ 

2. Permenhub 133 th 2015 ttg 
PBKB 

Tidak Terbatas Dimanfaatkan oleh pihak 
yang tidak berkompeten 

Melindungi data pribadi 
pemilik kendaraan 



9 Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan Inspektorat 

1. PP no 60 th 2008 ttg SPIP

2. Permendagri 110 th 2017 ttg 
kebijakan pengawasan 
penyelenggara Pemda th 2008

10 Gaji dan Tunjangan ASN Uu no 5 tahun 2014 ttg ASN

11 Usulan Mutasi Dinas ke Bupati 1. Uu no 5 tahun 2014 ttg ASN

2. UU no 13 tahun 2003 ttg 
ketenagakerjaan

12 LHKPN Pejabat Eselon II, III, 
IV dan Bendahrawan 

PKPK no 7 th 2016 ttg tata cara 
pendaftaran, pengumuman dan 
pendaftaran harta    PP no 60 th 2008 ttg SPIP 

Permendagri 110 th 2017 ttg 
kebijakan pengawasan 
penyelenggara Pemda th 2008 

Tidak Terbatas Dimanfaatkan oleh pihak 
yang tidak berkompeten

Uu no 5 tahun 2014 ttg ASN Tidak Terbatas Dimanfaatkan oleh pihak 
yang tidak berkompeten

Uu no 5 tahun 2014 ttg ASN     

UU no 13 tahun 2003 ttg      
ketenagakerjaan 

Tidak Terbatas Dimanfaatkan oleh pihak 
yang tidak berkompeten

PKPK no 7 th 2016 ttg tata cara 
pendaftaran, pengumuman dan 

harta 

Tidak Terbatas Dimanfaatkan oleh pihak 
yang tidak berkompeten
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Dimanfaatkan oleh pihak 
yang tidak berkompeten 

Melindungi data pribadi 
PNS yg bersifat rahasia 

Dimanfaatkan oleh pihak 
yang tidak berkompeten 

Melindungi data pribadi 
PNS yg bersifat rahasia 

Dimanfaatkan oleh pihak 
yang tidak berkompeten 

Melindungi data pribadi 
PNS yg bersifat rahasia 

Dimanfaatkan oleh pihak 
yang tidak berkompeten 

Melindungi data pribadi 
PNS yg bersifat rahasia 
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